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Abstract. Mining of rocks, particularly andesite, in East OKU Regency provides significant economic 

contributions but generates environmental impacts that require rehabilitation through reclamation and post-

mining management. This study aims to evaluate the compliance level of Production Operation Mining Business 

License (IUP OP) holders with these obligations and to identify challenges in their implementation. A descriptive 

quantitative and qualitative approach was employed, with primary data collected through interviews and field 

observations related to reclamation and post-mining plans, as well as the placement of guarantees. Secondary 

data included IUP licensing documents, legislation, and guidance letters from the Energy and Mineral Resources 

Office of South Sumatra Province. Quantitative analysis categorized compliance levels, while qualitative analysis 

examined challenges and guidance strategies. The results indicate variations in IUP OP holders’ compliance; 

some have prepared documentation and placed guarantees, but delays and lack of continuity were observed. 

Major challenges include profit-oriented approaches, limited technical and environmental understanding, and 

limited permit duration. Guidance strategies, supervision, guarantee management, provision of technical experts, 

and community empowerment proved essential. These findings have implications for enhancing compliance, 

sustainable post-mining planning, and responsible mining practices. 
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Abstrak. Pertambangan batuan, khususnya batu andesit, di Kabupaten OKU Timur memberikan kontribusi 

ekonomi signifikan, namun menimbulkan dampak lingkungan yang memerlukan pemulihan melalui reklamasi 

dan pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemegang Izin Usaha 

Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) terhadap kewajiban tersebut serta mengidentifikasi tantangan dalam 

pelaksanaannya. Pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif digunakan, dengan data primer diperoleh melalui 

wawancara dan observasi lapangan terkait dokumen rencana reklamasi, pascatambang, dan penempatan jaminan. 

Data sekunder meliputi dokumen perizinan IUP, peraturan perundang-undangan, serta surat pembinaan dari Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Analisis kuantitatif mengkategorikan tingkat 

kepatuhan, sedangkan analisis kualitatif menelaah tantangan dan strategi pembinaan. Hasil menunjukkan variasi 

kepatuhan pemegang IUP OP; beberapa telah menyiapkan dokumen dan menempatkan jaminan, namun terdapat 

keterlambatan dan kekurangan kontinuitas. Tantangan utama termasuk orientasi profit, keterbatasan pemahaman 

teknis dan lingkungan, serta masa izin terbatas. Strategi pembinaan, pengawasan, pengelolaan jaminan, 

penyediaan tenaga ahli, dan pemberdayaan masyarakat terbukti penting. Temuan ini memberikan implikasi bagi 

peningkatan kepatuhan, perencanaan pascatambang berkelanjutan, dan praktik pertambangan yang bertanggung 

jawab. 

 

Kata kunci: Batu Andesit; Kepatuhan IUP OP; Pascatambang; Pengawasan; Reklamasi. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional melalui penyediaan bahan mineral dan 

bahan bangunan. Di Indonesia, batuan andesit merupakan salah satu komoditas penting bagi 

industri konstruksi dan infrastruktur, sehingga pertambangan andesit di Kabupaten OKU 

Timur memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat 

lokal. Namun, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. 

Eksploitasi sumber daya alam melalui pertambangan secara terbuka berpotensi menyebabkan 
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perubahan morfologi lahan, erosi, sedimentasi, degradasi tanah, serta gangguan terhadap 

kualitas air dan keanekaragaman hayati yang memerlukan penanganan komprehensif melalui 

reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari mitigasi dampak tersebut (Domingo et al., 

2024; Han et al., 2024; Shi et al., 2023). 

Regulasi pertambangan di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan setiap 

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi (IUP OP) untuk menyusun 

rencana reklamasi dan pascatambang, menempatkan jaminan reklamasi serta melaksanakan 

kewajiban tersebut sesuai dengan dokumen yang disetujui oleh otoritas terkait. Kewajiban ini 

juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 

Pascatambang yang mengatur penataan lahan bekas tambang, revegetasi, dan pemeliharaan 

tanaman sebagai bagian integral dari penanganan lingkungan pasca kegiatan pertambangan. 

Studi yuridis menunjukkan bahwa implementasi kewajiban reklamasi dan pascatambang masih 

menghadapi kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam 

hal efektivitas pelaksanaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta pemahaman teknis 

oleh pemegang izin (Indrayanti, 2023; Situmeang & Redi, 2024; Sonda et al., 2025).  

Reklamasi dan pascatambang di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan variasi dalam 

tingkat kepatuhan dan tantangan pelaksanaan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Riau menunjukkan bahwa pemegang izin tidak 

melaksanakan kewajiban reklamasi pascatambang secara optimal, dengan faktor utama 

meliputi lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen perusahaan terhadap praktik 

lingkungan yang berkelanjutan (Joni, 2020). Selain itu, studi kasus di Kalimantan Timur 

menegaskan pentingnya peraturan teknis, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 

2018 dalam meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi (Ramadhan, 

2025). Pendekatan inovatif dalam menerapkan teknik reklamasi, termasuk penggunaan 

biochar, pengelolaan topsoil, dan teknik revegetasi, juga telah diteliti sebagai strategi untuk 

memperbaiki kualitas tanah dan mendukung pemulihan ekosistem pascatambang (Awliya & 

Suryaningtyas, 2025).  

Meskipun demikian, tantangan substantif dalam pelaksanaan reklamasi dan kewajiban 

pascatambang tetap ada dan bersifat multidimensi. Faktor orientasi profit yang lebih dominan 

dibandingkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan sering menjadi hambatan signifikan, 

karena perusahaan cenderung memprioritaskan efisiensi ekonomi jangka pendek dibanding 

investasi dalam proses reklamasi yang ramah lingkungan (Listiyani et al., 2023). Keterbatasan 

pengetahuan teknis, kurangnya tenaga ahli, dan periode izin yang terbatas juga menghambat 
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implementasi rencana reklamasi yang efektif (Basu & Mishra, 2024). Di sisi lain, keterlibatan 

masyarakat lokal dan strategi pembinaan inovatif terbukti meningkatkan keberhasilan 

reklamasi melalui partisipasi dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan bekas tambang 

(Alonzo et al., 2024). 

Dalam konteks Kabupaten OKU Timur, studi empiris yang komprehensif mengenai 

tingkat kepatuhan pemegang IUP OP batu andesit terhadap kewajiban reklamasi dan 

pascatambang masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi yang sistematis 

untuk menilai pemenuhan kewajiban lingkungan oleh perusahaan tambang dan 

mengidentifikasi kendala implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi tingkat kepatuhan pemegang IUP OP batu andesit terhadap kewajiban reklamasi 

dan pascatambang serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. 

Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan 

strategi pengawasan, peningkatan kepatuhan perusahaan, serta perbaikan tata kelola 

lingkungan pertambangan di Kabupaten OKU Timur. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang merupakan bagian integral dari pengelolaan 

pertambangan yang berkelanjutan. Reklamasi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang 

dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan sosial-ekonomi suatu lahan setelah 

kegiatan pertambangan selesai (Chugh et al., 2023). Menurut UU No. 3 Tahun 2020 bahwa 

setiap pemegang IUP OP wajib melaksanakan reklamasi sesuai rencana pascatambang yang 

telah disetujui pemerintah, termasuk pengelolaan tanah, vegetasi, dan aspek sosial masyarakat 

setempat. 

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk kapasitas teknis, orientasi ekonomi, regulasi, dan pengawasan pemerintah. 

Penelitian terdahulu melaporkan bahwa perusahaan dengan orientasi profit yang dominan 

cenderung menunda atau mengurangi pelaksanaan reklamasi jika tidak diawasi secara ketat 

(Siahaan et al., 2025). Sebaliknya, keterlibatan masyarakat lokal dan praktik tata kelola 

lingkungan yang baik terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan, karena masyarakat berperan 

dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan reklamasi (Svobodova et al., 2025). 

Tantangan pelaksanaan reklamasi di lapangan mencakup kendala teknis, seperti kualitas 

tanah bekas galian yang kurang subur, kesulitan reintroduksi vegetasi lokal, dan keterbatasan 

sumber daya manusia terampil (Navarro-Ramos et al., 2022). Selain itu, aspek kelembagaan 

dan perizinan juga menjadi hambatan; periode izin yang terbatas sering kali membuat 
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perusahaan fokus pada produksi, sehingga kegiatan pascatambang tertunda atau tidak optimal 

(Pradana, 2025). Kompleksitas sosial-ekonomi, seperti konflik kepentingan dengan 

masyarakat dan ketidakpastian manfaat ekonomi lokal dari reklamasi, juga menambah 

tantangan implementasi (Poudyal et al., 2024). 

Pendekatan pengukuran kepatuhan biasanya dilakukan melalui evaluasi kesesuaian 

antara rencana reklamasi yang diajukan dan implementasi di lapangan. Penilaian ini dapat 

berbasis indikator biofisik, seperti tutupan vegetasi dan kestabilan lereng, maupun indikator 

sosial-ekonomi, termasuk penerimaan masyarakat dan manfaat lahan pascatambang. Strategi 

perbaikan pelaksanaan reklamasi menekankan integrasi aspek teknis, kelembagaan, dan sosial, 

termasuk penggunaan sistem monitoring berbasis teknologi dan keterlibatan pemangku 

kepentingan (stakeholder) secara aktif (Solangi & Alyamani, 2025). 

Dengan demikian, teori terkait tingkat kepatuhan dan tantangan pelaksanaan reklamasi 

menekankan interaksi antara regulasi, kapasitas perusahaan, faktor teknis, dan partisipasi 

masyarakat. Pemahaman holistik terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk 

merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif, khususnya bagi kegiatan IUP OP batu andesit 

di Kabupaten OKU Timur, agar reklamasi dan pascatambang dapat memberikan manfaat 

lingkungan dan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif 

untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemegang IUP OP batuan, khususnya batu andesit, 

terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten OKU Timur. Data penelitian 

diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara dengan 

pejabat ESDM Provinsi Sumatera Selatan terkait pengawasan, pembinaan, dan penegakan 

kewajiban pascatambang, serta observasi lapangan terhadap dokumen rencana reklamasi, 

rencana pascatambang, dan bukti penempatan jaminan. Data sekunder mencakup dokumen 

perizinan IUP OP, peraturan perundang-undangan terkait kewajiban reklamasi dan 

pascatambang, serta laporan pengawasan dan surat peringatan atau tindak lanjut dari Dinas 

ESDM. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara terstruktur, dan 

observasi lapangan. Instrumen penelitian berupa kuesioner, pedoman wawancara, serta 

checklist pengamatan untuk menilai kesesuaian dokumen dan bukti pelaksanaan di lapangan. 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan mengubah indikator kualitatif menjadi 

kategori patuh, cukup patuh, kurang patuh, dan tidak patuh berdasarkan ketersediaan dokumen, 
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penempatan jaminan, tahun pelaksanaan, dan luas area reklamasi maupun pascatambang. 

Selain itu, analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tantangan pelaksanaan 

pascatambang, strategi pemerintah daerah, dan peran pembinaan Dinas ESDM, sehingga 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

pemegang IUP OP. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Pemegang IUP OP Batu Andesit di Kabupaten OKU Timur 

 Penelitian ini mengevaluasi tingkat kepatuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang 

pada pemegang IUP OP komoditas batuan, khususnya batu andesit, yang beroperasi di 

Kabupaten OKU Timur. Gambaran umum pemegang IUP OP disajikan untuk memberikan 

konteks administratif dan legal atas subjek yang dianalisis, meliputi nama perusahaan, jenis 

komoditas, serta nomor dan masa berlaku surat keputusan (SK) IUP. Secara umum, seluruh 

IUP OP yang dianalisis merupakan izin operasi produksi batu andesit yang diterbitkan oleh 

instansi perizinan daerah pada periode 2023, dengan masa berlaku antara tahun 2027 hingga 

2028 (Tabel 1). Informasi ini penting karena kewajiban reklamasi dan pascatambang secara 

hukum melekat sejak tahap operasi produksi dimulai dan harus dipenuhi secara berkelanjutan 

hingga berakhirnya masa izin. 

Tabel 1. Daftar Pemegang IUP OP Batu Andesit di Kabupaten OKU Timur. 

No Nama Pemegang IUP 
Nomor SK IUP OP / 

Komoditas 

Tanggal Terbit dan Masa 

Berlaku 

1 CV Alam Tunggal 

Semesta 

IUP OP Andesit No. 

02201024024230004 

17 Januari 2023 – 17 

Januari 2028 

2 PT Anugrah Langgeng 

Mukti 

IUP OP Andesit No. 

0034/DPMPTSP.V/I/2023 

17 Januari 2023 – 11 

September 2027 

3 CV Gemilang Makmur 

Mandiri 

IUP OP Andesit No. 

0090/DPMPTSP.V/I/2023 

6 Februari 2023 – 16 

Oktober 2027 

4 CV Bukit Intan IUP OP Andesit No. 

0157/DPMPTSP.V/III/2023 

8 Maret 2023 – 16 Maret 

2028 

 

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Reklamasi 

Hasil evaluasi terhadap kewajiban reklamasi pemegang IUP OP batu andesit di 

Kabupaten OKU Timur menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan secara keseluruhan masih 

rendah. Dari empat pemegang IUP OP yang dianalisis, hanya CV Alam Tunggal Semesta yang 

pernah menyusun rencana reklamasi dan menempatkan jaminan reklamasi, meskipun 

kepatuhan ini tidak berkelanjutan karena pada periode rencana terbaru (2025) jaminan 

reklamasi belum ditempatkan. Ketidakberlanjutan ini mengindikasikan adanya kelemahan 
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dalam mekanisme internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan jangka panjang. Sejalan 

dengan literatur sebelumnya, kepatuhan sporadis ini sering dipengaruhi oleh keterbatasan 

kapasitas teknis, orientasi profit, dan rendahnya pemahaman manajerial terhadap pentingnya 

reklamasi sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan (Listiyani et al., 2023). Hal ini 

menunjukkan bahwa kepatuhan administratif semata tidak cukup menjamin pelaksanaan 

reklamasi yang efektif di lapangan. 

Tiga pemegang IUP OP lainnya tidak memiliki rencana reklamasi maupun jaminan 

reklamasi, yang menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Faktor 

penyebabnya dapat dikaitkan dengan beberapa aspek, antara lain rendahnya pengawasan dari 

instansi terkait, minimnya insentif bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban lingkungan, 

serta kendala teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi, termasuk penataan lereng 

dan pemulihan vegetasi pascatambang (Kuipa & Lekunze, 2024). Kondisi ini menegaskan 

bahwa implementasi kewajiban reklamasi masih bersifat reaktif dan bergantung pada tekanan 

regulatif daripada menjadi bagian dari manajemen operasional yang berkelanjutan. Dengan 

demikian, penguatan mekanisme monitoring, peningkatan kapasitas teknis perusahaan, serta 

pemberian insentif dan sanksi yang jelas sangat diperlukan agar kewajiban reklamasi dapat 

dipenuhi secara berkesinambungan. Pendekatan yang lebih proaktif ini juga mendukung 

tercapainya tujuan pengelolaan pascatambang yang ramah lingkungan, meminimalkan risiko 

degradasi lahan, dan meningkatkan penerimaan sosial terhadap kegiatan pertambangan (Jayadi 

& Hidayat, 2025). 

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Reklamasi Pemegang IUP OP Batu Andesit 

di Kabupaten OKU Timur. 

No Nama Pemegang IUP 
Ketersediaan Rencana 

Reklamasi 

Status Penempatan 

Jaminan Reklamasi 

1 CV Alam Tunggal Semesta 
Tersedia (periode 

tertentu) 

Sudah, namun tidak 

berkelanjutan 

2 
PT Anugrah Langgeng 

Mukti 
Tidak tersedia 

Tidak menempatkan 

jaminan 

3 
CV Gemilang Makmur 

Mandiri 
Tidak tersedia 

Tidak menempatkan 

jaminan 

4 CV Bukit Intan Tidak tersedia 
Tidak menempatkan 

jaminan 

 

Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Pascatambang 

Hasil penelitiann menunjukkan bahwa seluruh pemegang IUP OP tercatat pernah 

menempatkan jaminan pascatambang untuk periode tertentu. CV Alam Tunggal Semesta, PT 

Anugrah Langgeng Mukti, dan CV Bukit Intan telah menempatkan jaminan pascatambang, 
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namun sebagian besar jaminan tersebut belum dicairkan, mengindikasikan bahwa pelaksanaan 

kegiatan pascatambang belum sepenuhnya selesai atau belum diverifikasi oleh instansi 

berwenang (Tabel 3). Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

meskipun jaminan pascatambang dapat ditempatkan secara administratif, efektivitas 

pelaksanaan pascatambang di lapangan masih tergantung pada verifikasi teknis dan kapasitas 

pengawasan (Cheng & Skousen, 2017). 

CV Gemilang Makmur Mandiri menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah 

dibandingkan perusahaan lain karena belum menyerahkan dokumen rencana pascatambang 

untuk periode 2022–2026. Ketidakhadiran dokumen rencana ini menghambat evaluasi 

menyeluruh terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang, meskipun jaminan telah 

ditempatkan untuk periode sebelumnya. Fenomena ini menegaskan pentingnya integrasi antara 

penyusunan rencana teknis, penempatan jaminan, dan mekanisme monitoring untuk 

memastikan pascatambang berjalan sesuai regulasi. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa 

kepatuhan terhadap pascatambang cenderung bersifat administratif, sedangkan pelaksanaan 

teknis di lapangan memerlukan penguatan kapasitas perusahaan dan pengawasan berkelanjutan 

agar tujuan pengelolaan pascatambang yang berkelanjutan dapat tercapai, termasuk pemulihan 

lahan, stabilisasi lereng, dan rehabilitasi ekosistem (Listiyani et al., 2023) 

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Pascatambang Pemegang IUP OP Batu 

Andesit di Kabupaten OKU Timur. 

No Nama Pemegang IUP 
Ketersediaan Rencana 

Pascatambang 

Status Penempatan Jaminan 

Pascatambang 

1 CV Alam Tunggal 

Semesta 

Tersedia (beberapa 

periode) 

Sudah (sebagian dicairkan) 

2 PT Anugrah Langgeng 

Mukti 

Tersedia Sudah (belum dicairkan) 

3 CV Gemilang Makmur 

Mandiri 

Tidak lengkap (periode 

2022–2026 belum 

tersedia) 

Sudah (periode sebelumnya) 

4 CV Bukit Intan Tersedia Sudah (belum dicairkan) 

 

Dalam upaya memastikan pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang, Dinas 

ESDM Sumatera Selatan telah melaksanakan sejumlah langkah pengawasan dan pembinaan 

terhadap pemegang IUP OP batu andesit. Salah satu langkah awal adalah penerbitan peringatan 

resmi melalui surat Kepala Dinas ESDM Nomor 540/962/DESDM/2024 tanggal 4 Juni 2024, 

yang bertujuan mengingatkan perusahaan agar melaksanakan kewajiban reklamasi dan 

pascatambang sesuai regulasi yang berlaku.  
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Selain itu, Dinas ESDM juga melakukan tindak lanjut terkait penempatan jaminan 

reklamasi dan pascatambang berdasarkan surat Kepala Dinas Nomor 

500.10.29.9/703/DESDM/2025 tanggal 2 September 2025. Tindak lanjut ini menekankan 

pemantauan administrasi dan memastikan jaminan ditempatkan tepat waktu sesuai rencana 

yang telah ditetapkan. Langkah ini penting karena penempatan jaminan secara tepat waktu 

merupakan prasyarat untuk pelaksanaan pascatambang yang efektif, sekaligus menjadi alat 

kontrol bagi instansi pengawas untuk menilai kesiapan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

teknis di lapangan. Dengan demikian, kombinasi peringatan administratif dan pemantauan 

jaminan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pemegang IUP OP, 

sekaligus meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi 

pascatambang. 

 

Tantangan Pelaksanaan Pascatambang dan Strategi Peningkatan Kepatuhan 

 Subbab ini membahas tantangan yang dihadapi pemegang IUP OP batuan, khususnya 

batu andesit, dalam melaksanakan kewajiban pascatambang, serta strategi yang dapat 

diterapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan. 

a. Dasar Hukum dan Konteks Pemegang IUP Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP 

Batuan dapat berasal dari perseorangan, badan usaha, atau koperasi. Hal ini membuka 

kesempatan bagi masyarakat sekitar tambang untuk mengusahakan pertambangan 

komoditas batuan dengan pengawasan perizinan dari Pemerintah Provinsi. Minimnya 

pengetahuan mengenai kewajiban IUP OP di kalangan masyarakat lokal menjadi 

tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan pascatambang. 

b. Orientasi Profit dan Dampaknya Tingkat pengetahuan pemegang IUP OP yang 

sebagian besar masyarakat lokal cenderung berorientasi pada keuntungan (profit 

oriented) sehingga kurang memperhatikan aspek teknis, keselamatan, lingkungan, dan 

kewajiban lainnya. Hal ini berpotensi merugikan baik pemegang IUP maupun 

masyarakat sekitar yang tidak memiliki IUP. 

c. Keterkaitan dengan Pedoman Teknis Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1827 

K/30/MEM/2018, lampiran VI, mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 

serta pascaoperasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Disebutkan 

bahwa bagi tambang dengan umur IUP OP ≤5 tahun, rencana reklamasi tahap operasi 

produksi dimasukkan ke dalam rencana pascatambang. Dengan masa izin IUP OP 

batuan maksimum 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun (total 
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15 tahun), fokus pada target produksi berorientasi keuntungan dapat menyebabkan 

pelaksanaan pascatambang kurang optimal. 

 

Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kepatuhan 

 Untuk meningkatkan kepatuhan pemegang IUP OP dalam melaksanakan kewajiban 

reklamasi dan pascatambang, pemerintah daerah menerapkan sejumlah strategi terintegrasi 

yang mencakup aspek pengawasan, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan perencanaan 

berkelanjutan. 

Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara sistematis oleh pemerintah 

daerah melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan dinas teknis terkait, aparat 

pengawas, serta unsur penegak hukum guna memastikan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan 

pascatambang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme 

pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan berkala, evaluasi laporan pelaksanaan 

reklamasi dan pascatambang, serta pemanfaatan sistem pelaporan dan basis data perizinan 

untuk memantau tingkat kepatuhan pemegang IUP. Penegakan hukum diterapkan secara 

bertahap dan proporsional melalui pemberian sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, 

penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin, disertai pemanfaatan dana jaminan 

pascatambang oleh pihak ketiga apabila pemegang IUP tidak melaksanakan kewajibannya. 

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memulihkan fungsi 

lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang menciptakan efek jera, meningkatkan 

kepastian hukum, serta mendorong tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan 

bertanggung jawab. 

Pengelolaan Dana Jaminan Pascatambang 

 Pengelolaan dana jaminan pascatambang dilakukan secara profesional, transparan, dan 

akuntabel oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

sehingga dana tersebut dapat dicairkan secara tepat waktu untuk mendanai pelaksanaan 

kegiatan pascatambang apabila pemegang IUP terbukti lalai atau tidak melaksanakan 

kewajibannya. Mekanisme pengelolaan ini mencakup penempatan dana pada instrumen yang 

aman, pengawasan berkala terhadap kecukupan nilai jaminan, serta prosedur pencairan yang 

jelas dan terukur melalui penunjukan pihak ketiga yang kompeten. Dengan demikian, 

pemenuhan kewajiban lingkungan dan pemulihan fungsi lahan pascatambang tetap dapat 

dilaksanakan secara efektif tanpa bergantung pada inisiatif sepihak perusahaan, sekaligus 
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memberikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan jaminan keberlanjutan bagi 

masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. 

Penyediaan Tenaga Ahli dan Mitra Kompeten 

 Penyediaan tenaga ahli dan mitra kompeten dilakukan melalui proses seleksi pihak ketiga 

yang memiliki kualifikasi, pengalaman, serta sertifikasi yang relevan di bidang reklamasi dan 

pengelolaan pascatambang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi standar teknis dan 

ketentuan regulasi yang berlaku. Keterlibatan tenaga ahli multidisipliner, seperti ahli 

lingkungan, geoteknik, kehutanan, dan perencanaan wilayah, memastikan bahwa setiap 

tahapan reklamasi dan pascatambang dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif serta 

berbasis pada kondisi biofisik dan sosial setempat. Pendekatan ini tidak hanya menjamin 

penerapan praktik terbaik di lapangan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pemulihan fungsi 

lahan, meminimalkan risiko kegagalan teknis, serta mendorong akuntabilitas dan kualitas hasil 

pelaksanaan reklamasi dan pascatambang secara berkelanjutan. 

Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

 Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan melalui pelibatan aktif dan bermakna dalam 

seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pascatambang, termasuk 

pemanfaatan dan pengelolaan lahan reklamasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah 

setempat. Partisipasi masyarakat difasilitasi melalui mekanisme konsultasi publik, 

pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan agar masyarakat mampu 

berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lahan pascatambang. Pendekatan ini tidak 

hanya mendukung keberlanjutan dan pemulihan fungsi lingkungan, tetapi juga menciptakan 

nilai tambah ekonomi lokal melalui penyediaan peluang kerja, pengembangan usaha produktif 

berbasis lahan reklamasi, serta penguatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar 

wilayah pertambangan. 

Sinergi Antar Pemangku Kepentingan 

 Sinergi antar pemangku kepentingan dibangun melalui pelaksanaan konsultasi dan 

koordinasi secara rutin yang melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dinas teknis, 

akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat terdampak guna menyusun dan mengevaluasi 

rencana pascatambang yang komprehensif dan berbasis pada kondisi aktual lapangan. 

Keterlibatan berbagai pihak memungkinkan integrasi kebijakan lintas sektor, pertukaran 

pengetahuan dan keahlian, serta penyelarasan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi 

secara seimbang. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat akuntabilitas dalam pengambilan 

keputusan, meningkatkan transparansi pelaksanaan, serta memastikan keberlanjutan 



 
 

e-ISSN : 2829-016X; p-ISSN : 2829-0178, Hal. 484-496 

 

494        Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik – Volume 5, Nomor 1, April 2026  
 
 

 

pengelolaan wilayah pascatambang dalam jangka panjang melalui dukungan bersama dan 

komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. 

Penyusunan Rencana Pascatambang yang Matang 

 Penyusunan rencana pascatambang yang matang dilakukan melalui perencanaan rinci 

dan terukur dengan mempertimbangkan secara komprehensif profil wilayah, karakteristik 

biofisik, kondisi lingkungan awal dan kondisi lingkungan yang ditargetkan setelah kegiatan 

pertambangan berakhir, serta rincian tahapan dan metode pelaksanaan kegiatan pascatambang. 

Proses perencanaan ini mencakup analisis kesesuaian lahan, identifikasi potensi dan risiko 

lingkungan, serta penetapan indikator keberhasilan yang selaras dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Penyesuaian peruntukan lahan pascatambang dilakukan berdasarkan kondisi 

dan kebutuhan lokal, baik untuk fungsi ekologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga 

pelaksanaan reklamasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga 

mampu menghasilkan manfaat jangka panjang berupa pemulihan ekosistem, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, dan optimalisasi nilai guna lahan pascatambang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan pemegang IUP Operasi Produksi (IUP 

OP) batu andesit di Kabupaten OKU Timur terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang 

masih bervariasi, dengan beberapa pemegang IUP telah menyiapkan dokumen rencana dan 

menempatkan jaminan, namun terdapat kekurangan dalam kontinuitas pelaksanaan dan 

keterlambatan penempatan jaminan. Tantangan utama berasal dari pemahaman pemegang IUP, 

terutama masyarakat lokal yang cenderung berorientasi pada keuntungan sehingga kurang 

memperhatikan aspek teknis, keselamatan, lingkungan, dan kewajiban lainnya. Meskipun 

dasar hukum seperti UU No. 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM RI No. 1827 

K/30/MEM/2018 memberikan kerangka pelaksanaan, keterbatasan masa izin IUP dapat 

mengurangi optimalisasi pelaksanaan pascatambang. Oleh karena itu, perlu penguatan 

pembinaan dan penyuluhan oleh pemerintah daerah, penegakan hukum yang lebih ketat, 

pengelolaan dana jaminan yang efektif, penyusunan rencana pascatambang yang matang, serta 

peningkatan keterlibatan masyarakat dan sinergi pemangku kepentingan untuk memastikan 

pelaksanaan pascatambang yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi 

komunitas lokal. 
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